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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR .. TAHUN 2014
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa upaya kerugian
Negara/daerah dilingkungan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat kelalaian dan
hukum vyang dilakukan oleh

dalam penyelesaian

Pemerintah

perbuatan melanggar

bendahara, negawai bukan bendahara, pejabat lainnya
dan pihak ketiga, perlu membentuk Peraturan Bupati
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25) jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

Negara Republik nukuu-uniiiun 19!1 lhlur'flbju =

Und.n‘.um Nomor - ‘r ) ;yg_q-?—ﬁ-tr*:"y SR
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JNomor 15 Tahun 2004 tentang
dan Tanggungawab Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
mmmwmw
nesia Nomor 4400);
ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
v
r Dunhngmb-nnnmnkcpuhlﬁhm
2 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
1 Indonesia Nomor 4438);
) -Undnncnomorlﬁtnhun?OOﬁtcann
demerik Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4654);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

adonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
D23 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
onesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
fegara Republik Indonesia Nomor 5583);

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Cara Penghapusan Piutang Negara/Dacrah
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
or  4488), scbagaimana telah diubah dengan

an Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 ang
n Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun |
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: _merintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
mbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
h Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
esia Nomor 4593);

n Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
an Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
f«"u Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
r4614);
in Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
an Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

uran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
euangan dan Barang Daerah,;

uran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
1g Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
imana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
er ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
g Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
elolaan Keuangan Daerah,;

uran Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun
entang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian
erhadap Bendahara;

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2012
tem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

i ini yang dimal:sud dengan :

paten Pesisir Selatan.

h adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selua.s-
em dan prinsip Negara Kesatuan Republik IndoneS}a
sud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

ah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
erintah daerah.

upati Pesisir Selatan.

erangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
erangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

ah adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten Pesisir
rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dinilai
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
ngan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran
Belanja Daerah.

bagian kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang

e

adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang
dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak
bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan
t dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk
mbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga

alah bagian kekayaan Daerah berupa Sertifikat saham,
surat berharga lain yang sejenisnya.

pejabat fungsional atau bukan fungsional yang ditunjuk
- menyimpan, menyetorkan atau  membayar,
mpertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
n APBD dan SKPD terdiri dari :

Varga Negara Republik Indonesia yang telah
itentukan, diangkat oleh Pejabat yang y
| suatu jabatan negeri atau diserahi =

~ berdasarkan ketentuan Peraturan

‘yang kedudukannya selaku



‘atau badan hukum bukan Bendahara, bukan
1 Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang karena
_hukum baik sengaja maupun lalai yang
gara/daerah.

adalah berkurangnya kekayaan Negara/ Daerah
suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian
vai bukan Bendahara/Pengurus Barang dan/atau
daan di luar dugaan dan di luar kemampuan

/Daerah adalah barang/uang yang dimiliki dan/atau
itah atau Pemerintah Daerah.

aharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang Selanjutnya:
'GR adalah suatu proses tuntutan melalui TPKN/D bagi
dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai bukan Bendahara
‘keuangan dan barang Daerah.

bendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata
terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat
Perbendaharaan, dan tcrhadap Bendahara yang bersangkutan
‘mengganti kerugian.
1ti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses
'Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri
bukan Bendahara, dan/atau pejabat lainnya yang dinyatakan
awab atau kerugian negara/ daerah yang secara nyata dan

ah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya
an, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau

ang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat
/ menyatakan suatu hal atau peristiwa sesungguhnya
dapat dipertanggungjawabkan.

o adalah sua‘*u perhitungan perbendaharaan yang
jabat yang ditunjuk ex-officio apabila Bendahara atau
g bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau
a di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara
‘barang yang bersangkutan tidak membuat
~ dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya,
waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan
erhitungan dan pertanggungjawabannya.

hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang
plin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang

Negera/Daerah, yang selanjutnya disebut
angani penyelesaian kerugian Negara/daerah
, ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian

%
Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut
yang menyatakan kesanggupan dan/atau
angkutan bertanggung jawab atas kerugian
- dan Dbersedia mengganti kerugian
rtai jaminan minimal sama dengan nilai




1 Penggantian Kerugian Sementara, selanjutnya
adalah surat keputusan yang dikeluarkan oelah
am hal SKTJM tidak mungkin dipcrolchv atau
=mbalian kerugian negara/daerah yang terjadi.

ir Selatan tentang pembebanan penggantian
n negara/daerah  sebagai dasar untuk

ipan Batas Waktu yang selanjutnya disebut 'SK-
yutusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemenksg
erian kesempatan kepada bendahara, pegawal
at lain atau pihak ketiga untuk mengajulfan
aan diri atas tuntutan penggantian kerugian

atatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan
a Keuangan tentang proses penuntutan kasus
untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

bebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan
a Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final
1 penggantian kerugian negara/daerah terhadap
bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga.

ebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan
Keuangan tentang pembebasan bendahara, pegawai
\bat lain atau pihak ketiga dari kewajiban untuk
gara/daerah karena tidak ada unsur perbuatan
engaja maupun lalai.

=

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
: e ; dan

{ .Iagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
; dirnaksud pada ayat (1) huruf b berlaku

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
p pemerintahan daerah dan pejabat
thaan daerah;

| Daerah yang bekerja di pemerintah

a/Daerah masing-masing dalam
dan/atau pengguna anggaran dan

111 =




¢ atau badan hukum bukan Bendahara,
erl Sipil Daerah Bukan Bendahara,

 BABIn o]
KERUGIAN NEGARA/DAERAH :"]
Pasal 3 o

, Pengelolann Keuangan dan Aset Dacrah sebagai

lari unit kerja di bidang Keuangan, Pengawasan,
an bidang lain terkait sebagai anggota;

Pasal 4

fikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara
it tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau
laikan kewajiban,

. yang bertanggungjawah
n besaran jumlah kerugian negara/daecrah secara nyata

\arta kekayaan milik pihak yang bertanggung jawab ‘
ai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah. 1'

kembali  pembebanan  ganti  kerugian
penghapusan/pembebasan  pengenaan  ganti

R atas penetapan ganti kerugian negara/daerah
i‘ara damui atau secara paksa.

n pengenaan ganti kerugian negara/daerah atau
engenaan ganti kerugian negara/daerah

‘banding/keberatan  setiap  penetapan
g daerah.

n negara/daerah yang terjadi untuk



~ BABIV
IAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

g Bagian Kesatu
utan Perbendaharaan

Pasal 5

: rah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
bendahara diselesaikan dengan tuntutan

sanakan tuntutan perbendaharaan, TPKN/D

1s kerugian negara/daerah yang diterima.

1gian negara/daerah.

verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara
uatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai
terjadinya kerugian negara/daerah.

harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan
elesaian kerugian negara/daerah.

negara/daerah dengan SKTJM.

angan kepada Kepala SKPD tentang kerugian
bahan pengambilan keputusan dalam

sementara.
=saian kerugian negara.

perkembangan  penyelesaian  kerugian
upati dengan tembusan disampaikan kepada

i o
- Bagian Kedua

tan Ganti Rugi

Pasal 6

ng disebabkan oleh tindakan melanggar

ri Sipil Daerah Bukan Bendahara,
ak Ketiga wajib diselesaikan dengan

» 'I ‘
ina dimaksud dalam Pasal 9

n negara/daerah.
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R Pasal 8
kerugian negara/daerah dilakukan oleh TPKN/D

BAB V
INFORMASI DAN VERIFIKASI KERUGIAN
~ NEGARA/DAERAH
 Bagian Kesatu

~ Penghimpunan Informasi
: Pasal 9

paten Pesisir Selatan menghimpun informasi
~adan kerugian negara/daerah paling lama 30 (tiga
aa an,

' adan Pemeriksa Keuangan,

at Pengawas Intern Pemerintah dan Pemerintah

n atau tindak lanjut pemberitahuan yang dilaksanakan
ng bendahara atau kepala SKPD.

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepad Bupati
y lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima

ispektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
PKN/D untuk menindaklanjuti indikasi kerugian j

i
f

Pasal 10

Selatan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
ctorat Propinsi yang berindikasi kerugian

ar sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat
at, maka disampaikan kepada Bupati Pesisir
anju oleh TPKN/D.

Pasal 11

tﬁdlﬁ di ﬁﬂm up anh

»




egara/daerah yang ada dalam
‘dapat berfungsinya barang milik

sud dalam ayat (1) disampaikan kepada
la Bupati Pesisir Selatan.

» Kedua
ak Bertanggung Jawab
Pasal 13

~ kerugian negara/daerah sebagaimana
1) dilakukan analisis oleh SKPD terkait.

imaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7
asi dihimpun.

Pasal 14

negara/daerah dilakukan dalam bentuk
pihak yang diduga melakukan perbuatan
kan kelalaian yang dapat merugikan

s
erbuatan melawan hukum atau diduga
mana dimaksud dalam ayat (1),

atau Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

rl

d dalam Pasal 14 antara lain

*‘ duk pegawai atau nomor
a, PNSD/CPNSD bukan
| yang terkait dan atasan

im atau dugaan kelalaian



sal 15
perbuatan melawan hukum atau diduga

3N »
gian Ketiga
lerugian Negara/Daerah

Pasal 16

laporan hasil pemeriksaan yang berindikasi
paling sedikit 3 (tiga) bulan kepada Bupati Pesisir

aksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat
a 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 17

h hasil pengungkapan informasi indikasi kerugian
ti Pesisir Selatan melalui Inspektorat.

BAB VI
KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 18

gaskan TPKN/D untuk melakukan verifikasi,
i dan laporan informasi tambahan paling lama

Pasal 19

gumpulan bukti tambahan sebagaimana
an untuk mengetahui:

buatan melanggar hukum atau melalaikan
an negara yang diungkap dalam dugaan
5

negara/daerah yang nyata dan pasti jika
kan bahwa perbuatan melanggar hukum
rjadi;

jawab atas terjadinya kerugian
atau secara tanggung renteng; dan

keuangan negara/daerah terhadap pihak

aksud dalam Pasal 19 meliputi :

pemeriksaan atau evaluasi yang
ngkapan informasi awal tentang
ketentuan peraturan perundang-
angan negara/daerah serta tugas
gung jawab;




n seperti d en pelaksanaan anggaran, laporan
daerah, laporan keuangan, surat permintaan
1tah pencairan dana, atau kontrak; dan
atan sebagai bendahara, pejabat perbendaharaan
engangkatan kepegawaian.
si dan pengumpulan bukti tambahan, TPKN/D
bahan dari seluruh pejabat di lingkup Pemerintah
r Selatan dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB VII
! GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Pasal 21

) usulan kepada Bupati untuk mendapatk
an negara/daerah.

an penetapan

Pasal 22

usulan kepada Bupati terhadap dugaan kerugian
cukup bukti untuk diberikan surat keterangan tidak

BAB VIII

ESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Kesatu

Umum

Pasz123

kan kepada pihak yang bertanggung jawab dan
bebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 cara damai atau paksa

Pasal 24

TPKN/D dapat berkoordinasi dengan Kepala
yang bertanggung jawab, pengampu, ahli
kum untuk melakukan upaya penyelesaian
/Daerah.

agian Kedua

aiar Secara Damai

Pasel 25

lakukan dengan pihak yang bertanggung
baik secara tunai maupun mengangsur.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersedia bertanggung jawab berupa Surat
‘Mutlak atau SKTJM yang antara lain

12







1 (4) Dalam penerbitan SKP2KS Bupati atay Se

pertimbangan ahli hukum mengenai penyelesaiay TGR
akan dilakukan
Pasal 28
j (1) Pihak yang bertanggung jawab, _bpengampu, atay anj; waris, dapat
mengajukan keberatan atau pembeiaan diri :

Pesisir Selatan dan Sekretaris Daerah paling Tatin 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS disertai
sah yang mendukung keberatan atau pembelaan

nya.

beratan atau pembelaan diri dapat diterima,

Pasal 29

sisir Selatan atas usul TPKN/D, memerintahkan pejabat atasan

1ggung jawab untuk melakukan tindakan
atau penerimaan lainnya dari yan
tu pengajuan keberatan telah terlewati,

~memerintahkan pejabat atasan
untuk melakukan tindakan

lainnya daripihak yang
~pengajuan keberatan telah

A Kepala SKPD atau
Kan penyelesaian
b telah bekerja










